ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 1V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. IMF adalah subyek Hukum Internasional dengan bentuk organisasi
internasional yang oleh konstitusinya diberi kewenangan untuk membuat PI. IMF
dapat disebut sebagai suatu organisasi internasional karena IMF telah memenuhi
persyaratan pendirian suatu organisasi internasional. Oleh karena IMF merupakan
subyek Hukum Internasional, maka berdasarkan Hukum Internasional, khususnya
Konvensi Wina 1986, IMF dapat membuat dan menjadi pihak dalam PI. Untuk
itu, PHLN yang dibuat oleh Indonesia dan IMF dapat disebut sebagai P1 yang
dapat diberlakukan ketentuan Hukum Internasional (Publik).

b. Terdapat unsur coercion dalam pembuatan PHLN antara Indonesia dengan
IMF, terutama pada kesepakatan setelah pencairan pinjaman Tahap [. Untuk itu,
PHLN antara Indonesia dengan IMF dapat dinyatakan invalid. Sebagai akibat
hukumnya, berdasarkan Pasal 69 Konvensi Wina 1969, PHLN yang invalid
tersebut dinyatakan batal demi hukum (nu// and void). Meskipun secara hukum
Indonesia mempunyai peluang untuk menyelesaikan perkara PHLN yang
mengandung unsur coercion ini di forum Mahkamah Internasional, akan tetapi
permasalahan PHLN Indonesia dan IMF ini selesai dengan telah dilunasinya

seluruh hutang Indonesia pada 2006.
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